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Abstract

This article describes the experiences and reflections of women activists in facing the challenges of advocating for the issue of sexual 
violence and the implementation of Anti Sexual Violence Law (UU TPKS) at the community level. A qualitative research method with 
a feminist perspective was deployed and thus data collection was conducted through interviews with women activists from different 
regions such as Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang and Yogyakarta. This study develops the perspectives of sociology of law and 
feminism to understand the extent to which internal and external aspects influence the implementation of the TPKS Law in the 
community including gender issues in it. The study results show that the implementation of UU TPKS needs to be seen as a complex 
and non-linear process due to the challenges of legal plurality reflected by the diversity of customary/local laws in a number of 
communities in Indonesia. Thus, special efforts are needed that not only focus on the provision of legal products, but also on how the 
legal products, such as UU TPKS, could be seen as inputs that have targets on the transformation of legal culture to the community 
level.
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Abstrak

Artikel ini mendokumentasikan pengalaman dan refleksi para aktivis perempuan dalam menghadapi tantangan mengadvokasi 
isu kekerasan seksual dan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di level komunitas. Metode 
penelitian kualitatif berperspektif feminis digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan aktivis perempuan yang 
berasal dari daerah yang berbeda, seperti Aceh, Flores, Banjarmasin, Semarang, dan Yogyakarta. Studi ini mengembangkan perspektif 
sosiologi hukum dan feminisme untuk memahami sejauh mana aspek internal dan eksternal berpengaruh terhadap implementasi 
UU TPKS di komunitas termasuk isu gender. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS perlu dilihat sebagai proses yang 
kompleks dan tidak linier karena tantangan pluralitas hukum yang terefleksikan dalam keragaman hukum adat/lokal di sejumlah 
komunitas di Indonesia. Diperlukan upaya khusus yang tidak hanya berfokus pada penyediaan produk hukum, tetapi juga pada 
seberapa besar produk hukum seperti UU TPKS dapat dilihat sebagai input yang memiliki target pada transformasi budaya hukum 
hingga di level komunitas.

Kata kunci: UU TPKS, aktivis perempuan, kekerasan seksual, pluralitas hukum

 

Pendahuluan  

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa 
aktivis perempuan memainkan peran penting 
dalam membuat perubahan dan pengembangan 
kebijakan gender (Anyidoho et al. 2021; Zahwa 2021; 
Dhewy & Sandiata 2019). Demikian halnya pada isu 
kekerasan, gerakan advokatif juga diinisiasi oleh aktivis 
perempuan untuk memastikan adanya perlindungan 

hukum bagi korban yang menuntut keadilan dengan 
mengungkapkan pengalaman kekerasan seksualnya.  
Pascareformasi, aktivis perempuan di Indonesia telah 
berhasil menginisiasi perubahan dengan mendorong 
disahkannya undang-undang yang berkaitan dengan 
isu kekerasan terhadap perempuan, seperti Undang-
Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (2004), Undang-Undang tentang Penghapusan 
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Tindak Pidana Perdagangan Orang (2007), dan Undang-
Undang Pornografi (2008) (Lihat Poerwandari et al. 
2018).

Undang-undang merupakan simbol produk hukum 
yang menggambarkan sistem norma yang bekerja 
untuk mengatur masyarakat tertentu (Klugman 2017). 
Akan tetapi, ideologi patriarki  masih sering menjadi 
dasar nilai yang digunakan untuk melanggengkan 
ketidakadilan gender bahkan dalam struktur hukum 
(Saraswati 2020) termasuk di Indonesia. Misalnya, 
substansi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 
(1974/2019) yang dianggap bias gender karena 
merefleksikan suami sebagai seorang laki-laki yang 
memiliki tanggung jawab sebagai pencari nafkah, 
sementara perempuan dikaitkan dengan istri  yang 
berperan sebatas mengelola urusan rumah tangga. 
Selain itu, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan 
yang justru berakhir pada penanganan hukum yang 
tidak ramah terhadap korban (Asriani 2020; Fitri et al. 
2021; Kamilla 2021; Nirmalasari & Sarwono 2021).

Pada bulan April 2022, Undang-Undang Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) 
telah disahkan. Pengesahan ini merupakan sejarah baru 
bagi aktivis perempuan Indonesia karena dibutuhkan 
lebih dari satu dekade untuk memperjuangkan 
landasan hukum formal yang sah bagi kasus kekerasan 
seksual yang trennya meningkat setiap tahunnya. 
Secara substansial, penegakan UU TPKS didukung untuk 
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 
tentang masalah kekerasan seksual yang belum pernah 
disebutkan secara komprehensif dalam undang-
undang sebelumnya. Dalam konteks yang lebih luas, 
undang-undang ini dianggap sejalan dengan gagasan 
feminis tentang pentingnya menempatkan kelompok 
termarginalisasi seperti pengalaman korban sebagai 
pusat dari seluruh rangkaian penyelidikan (Eddyono 
2021). 

Dengan merujuk UU TPKS, upaya untuk 
membongkar praktik kekerasan dapat dilakukan dengan 
menempatkan perempuan atau korban kekerasan 
sebagai titik awal untuk menentukan keputusan yang 
adil. Namun di sisi lain, keragaman pembentukan 
hukum adat/hukum lokal di Indonesia (Priambodo 
2018; Manullang 2021) kemudian menjadi corak dalam 
sistem penanganan kasus kekerasan, pemerkosaan, 
dan pelecehan di level komunitas (Harahap & Hasibuan 
2022; Nafi et al. 2016). Beberapa di antaranya tercantum 
dalam hukum tertulis, seperti Hukum Sharia, sementara 
yang lain didasarkan pada perjanjian kolektif yang 
tidak tertulis. Contoh penggunaan hukum yang tidak 

tertulis diilustrasikan dalam kasus pemerkosaan yang 
diselesaikan melalui pernikahan atau denda yang 
dibayarkan oleh pelaku kepada korban dan keluarga 
(Nafi et al. 2016). Terlepas dari kelokalan atas struktur 
hukum yang diberlakukan, implementasi hukum adat/
lokal di sejumlah komunitas juga mendapatkan kritik 
dari feminis terutama ketika mendiskusikan tentang 
sejauh mana implementasi hukum tersebut memiliki 
komitmen terhadap perwujudan keadilan gender 
(Afrianty 2018; Febriandi et al. 2021; Hodgson 2017; 
Zurnetti & Muliati 2022). 

Penggunaan hukum adat/lokal yang sudah 
diberlakukan jauh sebelum disahkannya UU TPKS 
kemudian diasumsikan sebagai tantangan bagi proses 
implementasi UU TPKS itu sendiri. Meskipun UU TPKS 
adalah undang-undang dengan perspektif gender 
yang kuat, keragaman hukum adat juga mencerminkan 
apa dan bagaimana struktur keadilan telah lebih dulu 
dikonstruksikan. Akibatnya, masyarakat cenderung 
merujuk pada sistem hukum tertentu yang dianggap 
lebih merepresentasikan kelokalan mereka sebagai 
komunitas tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya 
menemukan bahwa norma-norma informal yang 
diinternalisasikan dan direproduksi oleh masyarakat 
dapat menjadi tantangan utama dalam reformasi 
sosial yang diformulasikan di tingkat nasional (Adeney-
Risakotta 2016; Klugman 2017) termasuk dalam 
kaitannya dengan isu gender dan seksualitas (Asriani 
et al. 2023). Studi ini berupaya mengeksplorasi batas 
pengetahuan antara hukum formal yang dihasilkan 
di tingkat nasional dan keragaman hukum informal 
yang masih diberlakukan oleh masyarakat lokal. Studi 
ini diharapkan dapat  memberikan gambaran terkait 
tantangan baik secara struktural maupun budaya pada 
proses implementasi kebijakan yang memayungi isu 
seputar kekerasan seksual di Indonesia. 

Sementara itu, meskipun dokumentasi tentang 
tantangan yang dihadapi aktivis perempuan dalam 
melakukan advokasi kebijakan gender telah banyak 
dilakukan, studi yang secara khusus membahas 
pengalaman aktivis perempuan dalam menghadapi 
tantangan implementasi kebijakan gender di 
komunitas lokal masih relatif sedikit (Poerwandari 
et al. 2018; Wariyatun 2019; Sigiro & Takwin 2021). 
Secara umum, studi sebelumnya menunjukkan bahwa 
lingkungan budaya dan sosial sangat berpengaruh 
dalam membentuk normalisasi perilaku kekerasan 
(WHO 2013) yang menciptakan hambatan lebih 
lanjut pada implementasi perlindungan hukum bagi 
korban kekerasan seksual. Pada tingkat keluarga, 
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penerimaan budaya kekerasan meningkatkan faktor 
risiko untuk semua jenis kekerasan dalam hubungan 
personal. Selain itu, toleransi sosial terhadap perilaku 
kekerasan dapat dipelajari di masa kanak-kanak, 
melalui penggunaan kekerasan fisik sebagai bentuk 
hukuman atau menyaksikan kekerasan dalam keluarga, 
media, maupun dalam konteks lain. Sikap toleransi 
ini, untuk beberapa masyarakat Indonesia diadopsi 
dan menyebabkan perempuan yang hidup dengan 
kekerasan percaya bahwa kekerasan disebabkan oleh 
kesalahan mereka sendiri dan dengan demikian mereka 
pantas dihukum (Hayati et al. 2013). Selain itu, sulit bagi 
korban untuk membuat laporan dan mendapatkan 
bantuan hukum. 

Beberapa studi menjelaskan bahwa norma dapat 
berpotensi menjadi pelindung, pendukung, dan 
pendorong perilaku atau tindakan kekerasan. Dengan 
merefleksikan pengalaman masyarakat Uganda, 
Rottach & Gribble (2020) menjelaskan ketidaksetaraan 
gender tetap menjadi hambatan untuk implementasi 
kebijakan di masyarakat, terutama ketika tujuan 
kebijakan bertentangan dengan norma budaya 
dan gender yang kaku. Meskipun banyak penelitian 
serupa yang mengeksplorasi hambatan budaya dalam 
menangani kekerasan seksual, penelitian lainnya juga 
menyoroti tantangan struktural (Marye & Atav 2022; 
Anyidoho et al. 2020). Sebuah studi yang dilakukan di 
Arab Saudi menemukan bahwa undang-undang yang 
mengatur kerangka kerja untuk intervensi kekerasan 
di ranah domestik diadopsi pada tahun 2013, tetapi 
aturan tersebut tidak pernah diterapkan. Di Arab Saudi, 
kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan karena 
stigma sosial dan tafsir terhadap ajaran agama. Oleh 
karena itu, pengumpulan data tentang masalah ini tidak 
diizinkan dan tidak diakui dalam kebijakan (Alquaiz et 
al. 2021). Dalam kasus lainnya seperti terjadi di Ekuador 
menunjukkan bahwa kebijakan kekerasan berbasis 
gender tidak dapat dikembangkan karena kurangnya 
sumber daya keuangan (Carvajal 2020). Selain itu, 
kurangnya investasi dalam infrastruktur pelatihan di 
negara-negara pendapatan rendah dan menengah, 
yang merupakan hambatan untuk memperluas skala 
program yang efektif (Marye & Atav 2022; Smyth et 
al. 2021) menekankan pentingnya pelatihan penegak 
hukum dan petugas peradilan untuk bersimpati kepada 
perempuan korban kekerasan dan tidak menyalahkan 
mereka atas kekerasan yang dialaminya. Stigmatisasi 
oleh polisi, perempuan korban kekerasan kesulitan 
dalam mencari bantuan (UN Women 2021b). Dalam 
kasus lain, pemerintah yang telah membangun sistem 

peringatan bagi perempuan untuk melaporkan 
kekerasan bahkan tidak memperhitungkan kemampuan 
korban untuk menggunakan layanan. (Marye & Atav 
2022). 

Di Indonesia, pengesahan UU TPKS dapat 
berkontribusi pada penguatan pemahaman 
masyarakat secara lebih luas tentang kekerasan seksual. 
Sebelumnya, masyarakat Indonesia menggunakan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk 
mendefinisikan kekerasan seksual tetapi hanya terbatas 
pada pemerkosaan dan pencabulan (Herawati et al. 2021; 
Nurmalasari & Waluyo 2022). Pemahaman yang sempit 
ini mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap 
perlindungan komprehensif terhadap korban. Misalnya, 
penggunaan KUHP mengarah pada laporan kasus 
pemerkosaan yang harus diselesaikan dengan informasi 
yang menggambarkan penetrasi penis ke dalam vagina. 
Sementara dalam beberapa kasus, perkosaan dapat 
dilakukan menggunakan berbagai alat (Nurmalasari & 
Waluyo 2022). Begitu juga, berbagai bentuk kekerasan 
seksual tidak dijelaskan secara memadai dalam KUHP 
tersebut. Berdasarkan kasus yang dilaporkan, Komisi 
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas 
Perempuan 2021) mencatat bahwa kekerasan seksual 
memiliki spektrum yang beragam, mulai dari bentuk, 
kejadian, dan faktor penyebab. 

Secara historis, Komnas Perempuan memulai 
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 
Seksual (RUU PKS) pada tahun 2012. Namun, proses 
pembuatan kebijakan direncanakan ulang berkali-kali 
karena Program Legislasi Prioritas Nasional. Ada banyak 
pro dan kontra yang terjadi, tidak hanya di antara 
politisi tetapi juga masyarakat (BBC News Indonesia 
2022).  Setelah menunggu 10 tahun, Undang-Undang 
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya 
secara resmi diadopsi menjadi hukum pada tahun 2022. 
Namun demikian, upaya mengatasi kekerasan seksual 
tampaknya lebih rumit karena internalisasi ideologi 
patriarki yang telah dilakukan lebih lama melalui norma 
dan praktik budaya. Keberadaan UU TPKS bisa jadi sulit 
untuk membendung budaya menyalahkan korban 
karena pluralitas hukum yang diadopsi di beberapa 
komunitas lokal dapat memungkinkan penggunaan 
perangkat yang ditujukan untuk melemahkan posisi 
perempuan dalam proses peradilan. 

Berdasarkan pada identifikasi literatur dan konteks 
munculnya UU TPKS, studi ini berupaya memperluas 
kajian yang membahas tentang berbagai hambatan 
dalam implementasi kebijakan berperspektif gender 
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di level komunitas sehingga dapat berkontribusi untuk 
memperkaya literatur seputar kekerasan berbasis 
gender, sosiologi hukum, dan advokasi sosial.

Dalam upaya menganalisis dinamika seputar 
implementasi UU TPKS, studi ini menggunakan 
perspektif sosiologi hukum karena dapat berfungsi 
untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa keputusan 
atas pembuatan hukum tertentu harus dibuat (Cotterrell 
2017). Di satu sisi, hukum dapat menjadi simbol penting 
untuk menentukan keadilan. Namun, bagaimana 
formalitas hukum dirumuskan juga tidak terpisahkan 
dari internalisasi individu atau kelompok terhadap 
norma-norma yang mengatur kehidupannya sehari-
hari (Silbey 2019). Friedman (1969) berpendapat bahwa 
ada tiga aspek yang memengaruhi kerja sistem hukum, 
seperti struktur hukum (legal structure), substansi 
(legal substancy), dan budaya (legal culture). Sementara 
struktur dan substansi adalah aspek yang berkaitan 
dengan lembaga dan produk hukum, budaya hukum 
mengacu pada nilai-nilai dan norma yang menentukan 
apakah hukum tertentu dapat diterapkan. Studi ini, 
secara spesifik menggunakan aspek budaya hukum 
yang dibedakan menjadi dua kategori, seperti budaya 
hukum internal dan eksternal untuk mengerangkai 
tantangan dalam implementasi UU TPKS. Aspek budaya 
hukum internal berkaitan dengan kapasitas aktor di 
balik penegakan hukum secara umum, sedangkan 
aspek eksternal mengacu pada budaya yang telah atau 
sedang diyakini oleh masyarakat.

Perspektif feminis digunakan untuk memahami isu-
isu berbasis gender dalam aspek budaya hukum internal 
dan eksternal tersebut. Hal ini merujuk pada kritik utama 
feminis bahwa proses pembuatan dan implementasi 
hukum di satu sisi mengadopsi gagasan tentang 
netralitas, objektivisme, dan rasionalisme (Calhoun 
& MacKinnon 1990). Akan tetapi, struktur hukum 
sering kali sulit untuk menempatkan pengalaman 
berbasis perempuan sebagai dasar untuk menentukan 
mekanisme keadilan itu sendiri (Conaghan 2013). 
Calhoun & MacKinnon (1990) berpendapat bahwa 
struktur hukum tidak sepenuhnya netral, melainkan 
mencerminkan dan memperkuat hubungan kekuasaan 
patriarki. Perspektif feminis ini juga bermanfaat untuk 
memahami praktik agentik di kalangan para aktivis 
perempuan dalam melawan normalisasi kekerasan 
seksual di komunitas melalui gerakan advokatif yang 
dilakukan baik pada level individu maupun secara 
kolektif. 

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif 
berperspektif feminis karena memiliki kepentingan 
untuk mengeksplorasi pengalaman aktivis perempuan 
dalam membela dan memberdayakan kelompok 
marginal perempuan (Lykke 2010; Ramazanoglu & 
Holland 2002). Studi ini juga merupakan penelitian 
reflektif karena menempatkan refleksi  pengalaman 
personal informan sebagai aktivis perempuan sebagai 
input data utama. 

Pengumpulan data dilakukan pada Juli--Oktober 
2023 melalui wawancara mendalam dengan aktivis 
perempuan yang telah bekerja dalam menangani 
masalah kekerasan seksual di komunitas. Pertanyaan 
wawancara mencakup pengalaman mereka membela 
dan membantu korban kekerasan seksual sebelum dan 
setelah UU TPKS disahkan. 

Pemilihan informan menggunakan teknik 
snowball sampling yaitu informan pertama yang telah 
direkomendasikan bergulir memberikan informasi 
tentang informan yang potensial untuk diwawancarai 
berikutnya. Jaringan peneliti di komunitas Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia terutama yang 
bekerja pada isu perempuan, gender, dan kekerasan 
terhadap perempuan merupakan modalitas untuk 
mendapatkan rekomendasi informan utama tersebut. 
Informan utama untuk wawancara tersebut adalah 
para aktivis perempuan yang berasal dari Aceh, Flores, 
Banjarmasin, Semarang, dan Yogyakarta. Mereka 
rata-rata telah bekerja pada isu kekerasan terhadap 
perempuan lebih dari lima tahun. Studi ini tidak 
secara spesifik menganalisis konteks sosial-budaya 
masing-masing daerah asal dari informan tersebut. 
Namun, studi ini memberikan informasi singkat yang 
menekankan karakter dominan dari daerah-daerah 
tersebut. Misalnya, Aceh adalah daerah yang memiliki 
hukum lokal tertulis seperti Hukum Sharia, sementara 
Flores dan Banjarmasin mewakili wilayah yang memiliki 
hukum adat yang tidak tertulis. Oleh karena itu, 
pengalaman aktivis perempuan dari Aceh, Flores, dan 
Banjarmasin mencerminkan tantangan implementasi 
UU TPKS di daerah-daerah yang memegang hukum 
berbasis masyarakat dengan kuat. Sementara itu, 
pengalaman aktivis perempuan dari Semarang dan 
Yogyakarta adalah data yang menunjukkan bahwa 
banyak tantangan yang masih dihadapi oleh aktivis 
perempuan meskipun UU TPKS cenderung lebih mudah 
untuk digunakan di daerah yang tidak mengadopsi 
hukum adat/lokal. 
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Pengolahan data dilakukan dengan melakukan 
transkrip terhadap hasil rekaman wawancara untuk 
kemudian dilakukan pengkodean. Pengkodean 
dengan menggunakan kata kunci, seperti kekerasan, 
pelecehan, perempuan, UU TPKS, dan penegak hukum 
dilakukan untuk mengategorikan bentuk dinamika 
dan tantangan yang dihadapi informan. Sementara itu. 
analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik 
yakni disusun dengan menggunakan tema-tema  
berbasis pada pengalaman spesifik para informan. 
Selain itu, dikembangkan juga analisis naratif yakni 
berbasis pada narasi informan yang dituliskan secara  
berurutan  dan membentuk  alur cerita  terkait isu atau 
topik tertentu.  Penelitian ini menggunakan inisial 
ketika menyampaikan testimoni informan.  

Bagian selanjutnya dalam tulisan ini akan 
menyajikan temuan penelitian yang dibagi ke dalam 
dua bagian Pertama, terkait dengan refleksi informan 
atau aktivis perempuan tentang bagaimana wacana 
seputar kekerasan seksual telah direproduksi di 
level komunitas. Kedua, tentang pengalaman aktivis 
perempuan mendampingi korban kekerasan seksual 
yang tantangannya cukup beragam karena bangunan 
struktur hukum yang berbeda antara satu komunitas 
dengan komunitas lainnya. 

Refleksi tentang Dinamika Isu Kekerasan Seksual 
di Komunitas 

Menurut aktivis perempuan, wacana yang 
berkembang seputar isu kekerasan seksual di komunitas 
sangat dinamis. Di satu sisi,  kekerasan seksual masih 
dianggap sebagai isu privat yang cenderung tabu jika 
harus diungkapkan secara terbuka pada publik. Norma 
gender tradisional yang diperkuat dengan pengaruh 
hukum adat biasanya menjadi dasar untuk mencegah 
korban atau perempuan mengambil tindakan lebih 
lanjut atas kasus kekerasan yang dialami. Ketika terjadi 
kekerasan, korban sering diminta untuk diam karena 
budaya tabu yang tidak hanya berdampak pada stigma 
yang diberikan korban tapi juga keluarga besar.  

“Dalam budaya kita, saya masih menemukan bahwa ketika 
seorang perempuan menjadi korban kekerasan seksual, dia 
cenderung diam” (DS 2023, Wawancara 30 Juni).

Menurut DS, seorang aktivis yang memiliki 
pengalaman mendampingi korban di wilayah dengan 
hukum adat yang kuat seperti Kalimantan, internalisasi 
nilai primordialisme juga menyebabkan masyarakat ragu 
tentang bagaimana mereka harus bereaksi terhadap 
kasus kekerasan seksual. Secara umum, masyarakat 

lebih suka merujuk pada cara-cara yang sudah biasa 
mereka saksikan. Misalnya, ketika diketahui bahwa 
pelaku dan korban adalah orang asing, maka keduanya 
akan diusir dari desa. Namun, jika keduanya penduduk 
asli, kasus akan ditutupi agar tidak mencemarkan 
nama komunitas/desa. Mekanisme tersebut cenderung 
didasarkan pada sistem  hukum adat yang sudah lama 
diberlakukan dan seolah-olah disepakati oleh seluruh 
warga yang tinggal bersama. Karena telah berlangsung 
lama, penanganan yang lebih bersifat informal tersebut 
tampak telah menjadi norma dan dianggap normal. 

Selain itu, penanganan kasus kekerasan seksual 
yang tidak pernah sampai pada ranah hukum formal 
menjadikan masyarakat menganggap pelecehan 
terhadap perempuan adalah praktik yang dibolehkan. 
Hal ini seperti yang digambarkan pada candaan 
seksis yang direproduksi dalam pergaulan sehari-hari 
komunitas. DS menyampaikan:

“Hal-hal yang kami anggap sebagai pelecehan tidak 
akan dianggap sebagai pelecehan. Juga, laki-laki seperti 
paman, ayah, dan saudara laki-laki lain dalam keluarga 
sering membuat cerita tentang pelecehan seksual sebagai 
lelucon” (DS 2023, Wawancara 30 Juni).

Internalisasi pengetahuan yang berbeda dan 
diperkuat dengan munculnya solidaritas di level 
keluarga, pertemanan, dan komunitas secara perlahan 
melahirkan persepsi bahwa  kekerasan seksual 
merupakan salah satu pelanggaran hak sehingga 
korban mulai berani berbicara dan bahkan melaporkan 
kasusnya kepada  penegak hukum, seperti polisi. Selama 
kegiatan advokasi, aktivis perempuan juga menemukan 
tren yang berbeda. Mereka mengakui bahwa komunitas 
mulai menyadari bahwa kekerasan seksual juga 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini 
tercermin dalam beberapa kasus, yaitu korban dan 
keluarga ingin melaporkan ke polisi. Biasanya, mereka 
datang ke LSM atau mencoba menghubungi aktivis 
perempuan untuk meminta bantuan hukum. Seperti 
yang dikatakan oleh seorang informan LA berikut ini:

“Mereka (korban) biasanya membutuhkan bantuan hukum 
(dan menghubungi LSM) setelah polisi mengatakan tidak 
ada cukup bukti dalam laporan. Mereka datang ke LSM 
karena takut jika laporannya benar-benar tidak dapat 
diproses” (LA 2023, Wawancara 3 Oktober).

Meskipun stigma masih diberikan kepada korban 
kekerasan seksual, perasaan empati terhadap korban 
sering menyebabkan keluarga korban melaporkan kasus 
yang dialami ke polisi. Karena merasa ada perlakuan 
yang tidak adil menimpa anggota keluarganya, mereka 
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menganggap bahwa polisi dapat menangkap dan 
memberikan hukuman bagi pelaku. Oleh karena itu, 
para keluarga korban sering kali bersiasat dengan 
membuat laporan tetapi hanya menyampaikan kepada 
perwakilan dari LSM yang mendampingi dan tidak 
menceritakannya kepada para tetangga. Seperti yang 
disampaikan GE berikut ini:

“Pernah saya didatangi oleh ayah korban untuk dibantu 
proses laporannya ke polisi yang dilakukannya tapi juga 
berharap tindakannya tersebut tidak sampai diekspos oleh 
media dan para tetangga. Ayah korban tersebut khawatir 
jika putrinya akan dirundung oleh tetangga dan teman-
temannya” (GE 2023, Wawancara 4 Agustus).

ketika ditanya tentang tanggapan masyarakat terhadap 
masalah kekerasan secara umum, informan lain, IR juga 
mengonfirmasi perubahan perilaku di antara masyarakat 
itu sendiri. Menurutnya, masyarakat berangsur memiliki 
kesadaran untuk mengungkap kasus kekerasan, 
terutama yang terkait dengan anak-anak. Jika ada 
kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak, orang 
tua tidak akan ragu untuk melaporkannya:

“Jika korban (kekerasannya) adalah anak-anak, ya, orang-
orang relatif sadar untuk membuat laporan segera, karena 
dukungan yang cukup luas. Tetapi untuk orang dewasa, 
korban didorong untuk membuat laporan hanya jika 
mereka tidak lagi tahu bagaimana menyelesaikannya 
secara adat” (IR 2023, Wawancara 2 Oktober).

Kesadaran dan keinginan masyarakat untuk 
membawa masalah kekerasan terhadap anak-anak ke 
bidang hukum juga dipengaruhi oleh praktik-praktik 
baik dari implementasi Undang-Undang Perlindungan 
Anak. Dengan demikian, apabila terdapat kasus 
pelecehan anak, polisi dan jaksa cenderung bersedia 
memberikan tanggapan cepat.  

Narasi yang menggambarkan tantangan yang 
dihadapi aktivis perempuan dalam mendampingi 
korban kekerasan seksual, termasuk upaya untuk 
mengatasinya merefleksikan kritik sekaligus praktik 
agentik  yang berperan  menjadikan pengetahuan  
tentang isu seksualitas sebagai masukan untuk 
melakukan perubahan hingga ranah hukum. Hal ini 
juga menggambarkan tentang pentingnya UU TPKS 
untuk segera diimplementasikan dan  memastikan 
adanya ketersediaan sumber daya layanan keadilan 
yang berpusat pada korban kekerasan seksual (Sigiro & 
Takwin 2021). 

Berdasarkan pengalaman dan refleksi aktivis 
perempuan, studi ini menemukan bahwa implementasi 

UU TPKS tidak serta-merta dapat dilakukan meskipun 
sudah disahkan. Sebaliknya, sejumlah tantangan justru 
muncul karena pertentangannya dengan budaya hukum 
yang berbeda dan sudah berlangsung lama menjadi 
landasan sebuah komunitas dalam mengatur warganya. 
Dapat dikatakan bahwa pembuatan kebijakan dan 
kehadiran aparat penegak hukum bukanlah produk 
akhir dari proses advokasi kebijakan, tetapi sejauh 
mana budaya masyarakat cukup mendukung dalam 
proses implementasi kebijakan tersebut  (Eddyono, 
2021; Silbey, 2019; Klugman 2017). 

Bentuk dan Tantangan Advokasi Kasus 
Kekerasan Seksual

Bagian ini memaparkan tentang pengalaman aktivis 
perempuan saat mengadvokasi isu kekerasan seksual 
di level komunitas. Terdapat dinamika yang beragam 
karena proses implementasi yang berbeda antara satu 
wilayah dengan wilayah lainnya. Pada wilayah yang 
UU TPKS belum disosialisasikan secara masif, informan 
menceritakan kesulitannya dalam membantu korban 
menyelesaikan kasus kekerasan seksualnya melalui 
sistem hukum formal. Menurut aktivis perempuan 
yang berpartisipasi dalam studi ini,  banyak korban 
merasa bahwa laporan mereka tidak direspons dengan 
cepat oleh aparat penegak hukum. Situasi ini terjadi 
di sebagian besar di daerah dengan hukum adat yang 
ketat, seperti Kalimantan, Flores, dan Nusa Tenggara 
Barat (NTB). Seperti yang disampaikan oleh informan 
GE berikut ini:

“(Keluarga korban) melaporkan kasusnya ke polisi. Pada 
waktu itu, ayah korban merasa putus asa dengan perlakuan 
polisi karena sudah hampir 1 bulan bolak-balik ke kantor 
polisi tapi laporannya tidak juga ada perkembangan. Lalu 
ayah korban tersebut bercerita kepada temannya dan 
disarankan menghubungi LSM agar dapat dibantu. Pada 
saat itulah, ayah korban menghubungi saya” (GE 2023, 
Wawancara 14 September).

Selama mengadvokasi, GE berupaya untuk 
memetakan faktor-faktor utama yang menghalangi 
proses pelaporan, termasuk apakah alur pelaporan 
sudah benar, adanya indikasi penipuan, dan komitmen 
aparat penegak hukum. Dalam prosesnya, menurut 
GE, problem yang sering ditemukan adalah kurangnya 
pemahaman yang dimiliki oleh aparat penegak hukum 
tentang masalah gender dan kekerasan seksual. 

“Itu benar bahwa polisi belum memiliki perspektif tentang 
bagaimana menangani korban kekerasan seksual” (GE 
2023, Wawancara 14 September).
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Secara teknis, para aparat tidak memiliki 
pengetahuan yang utuh tentang prosedur hukum yang 
harus disediakan dalam merespons dan menanggapi 
kekerasan seksual yang dilaporkan. Keterbatasan 
pemahaman tersebut termasuk kurangnya perspektif 
gender sehingga cara penegak hukum dalam 
mendefinisikan bukti justru membebani korban. 
Misalnya, korban diminta untuk memberikan bukti 
untuk menunjukkan bahwa  kasus pelecehan yang 
dilaporkan sebenarnya adalah hubungan dua orang 
dewasa yang saling menyukai.  Namun bagi korban, 
upaya untuk mengumpulkan bukti bahwa terdapat 
unsur paksaan membutuhkan waktu yang lama. Di 
sisi lain, korban juga memiliki kebutuhan lain terkait 
dengan pemulihan psikologis dan sosial karena trauma. 
Pada situasi yang demikian, GE menyampaikan bahwa 
strategi yang dilakukannya adalah dengan pendekatan 
kultural. GE berupaya melakukan negosiasi dengan 
pemegang kekuasaan lembaga kepolisian agar 
memberikan delegasi kepada pihak kepolisian yang 
sedang menangani kasus kekerasan tersebut:

“Jadi, setelah kami melakukan audiensi dengan para 
pimpinan di lembaga kepolisian, kepala polisi yang 
bertugas waktu itu berjanji untuk memanggil para 
penyidik. Saya dan teman-teman aktivis lainnya waktu itu 
mengatakan kalau akan menyebarkan kasus ini di media 
sosial jika polisi masih lambat memberikan penanganan” 
(GE 2023, Wawancara 14 September).

Sebagai konsekuensi dari proses yang rumit,  
dalam beberapa kasus, korban dan keluarga memilih 
untuk “menyerah” dengan lembaga formal, seperti 
kepolisian. Pada kondisi inilah, korban dan keluarga 
mempertimbangkan untuk kembali merujuk pada 
hukum adat. Namun, ketika bergantung pada 
mekanisme adat,  korban dan keluarga memiliki 
keterbatasan pengetahuan dan keterampilan sehingga 
sulit menegosiasikan kepentingannya. Seperti yang 
juga disampaikan oleh GE saat dirinya membantu 
mengidentifikasi beberapa tawaran yang perlu 
disampaikan saat pertemuan adat agar korban dan 
keluarganya tetap diuntungkan: 

“Saya memiliki pengalaman membantu korban yang 
kebetulan juga tuna wicara. Saat itu, hanya karena gadis 
ini tuna wicara, para pemimpin adat menawarkan babi 
sebagai denda atas pelecehan yang dia terima. Kami jadi 
mempertanyakan bagaimana bisa begitu?” (GE 2023, 
Wawancara 14 September).

Ketika ditanya seberapa besar penegakan hukum 
adat dapat berpihak pada korban, GE menjelaskan 
bahwa hukum adat lebih berpeluang memberikan 

keuntungan kepada pelaku. Pertama, hukum adat 
biasanya tidak ditulis. Kemudian, dalam proses 
pengambilan keputusan, korban tidak pernah sama-
sama dihadirkan sehingga perspektif dan aspirasi korban 
dalam proses penyelesaian kasusnya sendiri justru tidak 
menjadi pertimbangan utama. Berikut adalah salah satu 
contoh narasi informan yang menggambarkan tentang 
bagaimana mekanisme hukum adat cenderung kembali 
menyulitkan perempuan korban kekerasan:

“Misalnya ketika seorang gadis dilecehkan dan mengalami 
kehamilan yang tidak diinginkan, dendanya adalah 
gading gajah. Harga gading gajah sekitar 200 juta rupiah. 
Nah, dalam konteks ini, sekali lagi, gadis atau korban 
tidak pernah ditanya. Sebaliknya, ayahnya atau anggota 
keluarga laki-laki lainnya yang diundang ke pertemuan 
justru diminta untuk memutuskan apakah denda itu dapat 
diterima” (GE 2023, Wawancara 14 September).

Pada wilayah yang menerapkan instrumen 
hukum lokal khusus, seperti di Aceh menghasilkan 
tantangan yang berbeda. Menurut aktivis perempuan, 
kecenderungan kekerasan seksual terhadap 
perempuan relatif tinggi meskipun di wilayah yang 
menerapkan Hukum Islam. Situasi ini juga merupakan 
karakter khas daerah konflik yang memiliki faktor 
untuk meningkatkan kerentanan perempuan. Pada 
dasarnya, seperti yang diilustrasikan dalam situasi 
pertama, aktivis perempuan di Aceh juga mengalami 
tantangan budaya dalam membantu korban kekerasan 
seksual, terutama dalam kelompok orang dewasa atau 
kasus yang terjadi di luar pernikahan. Namun, menurut 
aktivis perempuan, sebagian besar aparat penegak 
hukum berpikir bahwa aturan yang digunakan untuk 
menangani masalah kekerasan seksual yang terjadi 
pada orang dewasa sudah ditulis dalam Qanun Jinayat. 
Masalahnya adalah kekerasan seksual cenderung 
ditafsirkan sama dengan perzinaan. Berdasarkan Qanun 
Jinayat, korban yang melaporkan kasus mereka diminta 
untuk memberikan bukti langsung, seperti saksi yang 
melihat insiden yang dilaporkan. Persyaratan ini cukup 
sulit bagi korban karena kekerasan seksual sebagian 
besar terjadi di ranah personal. Selain itu, sesaat 
setelah mengalami kekerasan seksual, korban biasanya 
tidak segera bercerita bahkan dengan orang terdekat 
sehingga sulit untuk memberikan bukti langsung 
yang menggambarkan jejak kekerasan di dalam tubuh 
korban. Oleh karena itu, persepsi tentang bukti langsung 
yang tidak bersahabat dengan situasi korban lantas 
dijadikan sebagai alasan untuk melakukan reviktimisasi 
dengan tuduhan perzinaan. Berikut adalah pengalaman 
yang disampaikan LA:



54

Jurnal Perempuan, Vol. 29 No. 1, 2024, 47—57

“Dalam Qanun Jinayat, jika kita menganalisisnya, dasar 
yang digunakan adalah konsep zina atau seks ilegal 
yang dilarang berdasarkan aturan Islam. Tapi sebetulnya 
kekerasan seksual dan zina itu berbeda. Jadi, jika ada 
korban pemerkosaan melaporkan, mereka akan diminta 
untuk memberikan bukti langsung. Saat bukti langsung 
lemah dan pelaku menyampaikan sumpah mereka 
sebanyak lima kali, yakni dengan mengucap: “Saya tidak 
melakukannya”, maka korban justru bisa disalahkan” (LA 
2023, Wawancara 3 Oktober).

Dengan mempertimbangkan sulitnya bernegosiasi 
dengan hukum lokal setempat yang didasarkan pada 
Qanun Jinayat, para aktivis perempuan dari LSM 
di Aceh biasanya memfokuskan kembali program 
advokasi mereka pada pemulihan korban. Seperti yang 
ditekankan oleh informan LA, upaya untuk mewujudkan 
keadilan gender terutama dalam kaitannya dengan isu 
kekerasan terhadap perempuan cenderung akan gagal 
selama hukum lokal seperti Qanun Jinayat  belum diubah. 
Sementara penanganan kasus kekerasan seksual tidak 
terbatas pada bagaimana penghukuman pada pelaku. 
Namun, pemenuhan hak-hak korban, seperti proses 
pemulihan, juga merupakan aspek penting yang harus 
dipertimbangkan. Dapat dikatakan bahwa sejauh ini 
(dari sebelum dan sesudah UU TPKS disahkan), aktivis 
perempuan di Aceh lebih berorientasi pada pemulihan 
korban dibandingkan dengan pendampingan proses 
hukum yang dalam banyak kasus justru berisiko 
merugikan korban itu sendiri. Seperti yang disampaikan 
LA berikut ini:

“Jika korban merasa bahwa laporan mereka tidak diproses 
oleh polisi, mereka biasanya datang kepada kami. 
Kemudian kami menjelaskan tentang situasi hukum di 
Aceh, terutama berkaitan dengan Qanun Jinayat. Kemudian 
kami memberikan pilihan kepada korban. Namun, banyak 
korban akhirnya meninggalkan proses hukum formal 
dan beralih ke upaya pemulihan atau mengatasi dampak 
kekerasan yang dialami, seperti kehamilan yang tidak 
diinginkan” (LA 2023, Wawancara 3 Oktober).

LA menambahkan bahwa advokasi yang dilakukan 
pada saat ini, terutama setelah UU TPKS disahkan, 
adalah untuk meyakinkan para pemimpin agama dan 
aparat penegak hukum agar bersedia mengintegrasikan 
aspek UU TPKS dengan Qanun Jinayat. Namun, 
aspirasi semacam itu tidak mencerminkan bahwa 
aktivis perempuan menentang Hukum Islam. Namun, 
berdasarkan pengalaman dalam membantu korban 
kekerasan seksual, aktivis perempuan mengharapkan 
bahwa proses penanganan dapat mempertimbangkan 
kepentingan kelompok marginal, seperti perempuan 
atau korban kekerasan seksual. Misalnya, para 
penegak hukum lokal  bersedia mempertimbangkan 

untuk membatalkan pasal tentang pelecehan dan 
pemerkosaan dalam Qanun Jinayat. Dengan demikian, 
UU TPKS dapat diterapkan ketika kasus yang terkait 
dengan kekerasan seksual dilaporkan.

Di wilayah lain seperti Semarang dan Yogyakarta, 
peran hukum adat dan hukum lokal relatif lemah. 
Informan, IK pertama-tama, mengatakan bahwa untuk 
menangani kasus kriminal, termasuk kekerasan seksual, 
masyarakat biasanya memang mengacu pada hukum 
yang dianggap lebih dekat dengan kehidupan sehari-
hari mereka:

“Hukum yang paling sering digunakan oleh masyarakat 
adalah hukum yang dianggap lebih dekat dengan hukum 
dasar. Pada kenyataannya, meskipun hukum nasional 
tersedia, peran hukum lokal tetap lebih kuat. Misalnya, 
Perpol (Peraturan Polisi) sering digunakan daripada Hukum 
Pidana” (IK 2023, Wawancara 6 Juli).

Maka, tidak seperti situasi lain yang disebutkan 
sebelumnya, pengalaman aktivis perempuan dalam 
membela korban kekerasan seksual di daerah seperti 
Semarang dan Yogyakarta menunjukkan bahwa di 
satu sisi, implementasi UU TPKS telah diterima dengan 
baik. Namun, ketika sampai pada proses hukum, aparat 
penegak hukum tetap sulit untuk secara otomatis 
memahami logika UU TPKS yang secara teknis ditujukan 
untuk menyediakan pelayanan yang lebih ramah dengan 
korban. Menurut IK, aparat penegak hukum masih 
perlu meyakinkan bahwa ketentuan yang dinyatakan 
dalam UU TPKS benar-benar dapat dilakukan. Di sinilah, 
peran aktivis perempuan yang memiliki pengetahuan 
dan keterampilan yang terkait dengan isu hukum 
dan gender menjadi sangat menentukan. Berikut 
adalah kisah IK ketika dirinya membantu seorang atlet 
perempuan yang dilecehkan oleh pelatihnya: 

“(Pada saat itu, kata pihak berwenang) tidak ada bukti, 
karena tidak ada yang melihatnya secara langsung. Tetapi 
di UU TPKS, saksi yang saling berhubungan yang tidak 
melihat kasus tetapi saling tahu dapat digunakan sebagai 
bukti. Ternyata muridnya (teman korban) mengatakan: 
“Tidak ada yang dipanggil oleh pelatih.” Ini berarti ada 
indikasi bahwa dia (pelaku) merencanakan tindakan-
tindakannya karena latihan seharusnya dilakukan bersama-
sama. Mengapa hanya dia (korban) yang dipanggil? 
Maka kesaksian itu tidak (dalam arti bahwa saksi itu) 
melihat (dengan langsung), tetapi kesaksiannya itu saling 
berhubungan” (IK 2023, Wawancara 6 Juli).

Berdasarkan pengalaman IK, dirinya sering 
menawarkan diri untuk menjadi pihak yang memberikan 
pendapat hukum untuk membantu membenarkan 
bukti tidak langsung yang disampaikan oleh korban 
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benar-benar masuk akal. Menurutnya, lepas dari telah 
dapat digunakannya UU TPKS, aparat penegak hukum 
masih tampak tidak yakin bahwa kasus kekerasan 
seksual yang dilaporkan dapat benar-benar diproses 
dengan cara pandang yang berbeda terkait dengan 
ketersediaan bukti. Seperti yang diceritakan oleh IK 
berikut ini:

“Ya, dia (korban) melaporkan kasusnya ke polisi. Awalnya 
polisi bingung karena laporan itu tidak disertai dengan 
bukti (direct). Lalu ia bertanya lagi, “Apakah ini bukti?” (Saya 
katakan) Ya itu bisa, dan kasusnya adalah kategori 2 atau 
kategori 3 kekerasan fisik. (Polisi bertanya) “Di mana itu 
bisa?” (Kemudian saya berkata): “Ok, biarkan saya membuat 
legal opinion.” Jadi saya buatkan itu legal opinion-nya untuk 
menyakinkan mereka” (IK 2023, Wawancara 6 Juli).

Merujuk pada kerangka budaya hukum yang 
dibangun oleh Freedman (1969), temuan  studi ini juga 
menggambarkan adanya aspek internal dan eksternal 
yang menjadi tantangan. Aspek internal merujuk pada 
situasi aparat penegak hukum, mulai dari petugas polisi 
hingga jaksa yang memiliki keterbatasan perspektif 
yang kemudian berpengaruh terhadap cara merespons 
laporan dari korban kekerasan seksual. Temuan 
ini selaras dengan studi yang dilakukan di Ghana 
yang menjelaskan bahwa komitmen penguasa atau 
pemimpin terhadap isu gender merupakan tantangan 
terbesar dalam setiap implementasi kebijakan gender 
(Anyidoho et al. 2021). Dalam konteks Indonesia, 
komitmen dan perhatian tersebut ini tidak hanya 
merujuk pada pimpinan di tingkat nasional tetapi juga 
di tingkat lokal, seperti ketua adat, tokoh masyarakat, 
dan pemuka agama yang memiliki hak istimewa 
untuk mendefinisikan dan melakukan pengawasan 
terhadap pemberlakuan hukum di komunitas. Selain 
itu, tantangan budaya hukum pada aspek internal 
juga digambarkan melalui perlakuan tidak sensitif 
oleh polisi seperti terbatasnya perasaan empati yang 
perlu ditunjukkan oleh aparat penegak hukum ketika 
berhadapan dengan korban kekerasan seksual (Smyth 
et al. 2021). 

Sementara itu, tantangan pada aspek eksternal 
tercermin pada masih tingginya penerimaan sosial 
terhadap pandangan stereotip dan diskriminatif yang 
menjadi dasar diberlakukannya hukum adat atau 
hukum lokal di komunitas. Penerimaan sosial ini juga 
menggambarkan karakteristik norma-norma informal 
yang dibangun dan dipertahankan melalui mekanisme 
solidaritas sosial di dalam masyarakat (Manullang 2021). 
Oleh karena itu, hukum yang datang dari luar sering 
kali mendapatkan penolakan karena tampak memiliki 

struktur yang berbeda dan bertentangan dengan 
nilai-nilai kolektif komunitas tertentu tersebut  (Lon & 
Widyawati 2021). Dalam studi ini, hukum adat/hukum 
lokal masih dianggap lebih kontekstual dibandingkan 
dengan hukum nasional seperti UU TPKS.

Penggunaan hukum adat atau hukum lokal yang 
lebih diprioritaskan daripada hukum nasional, tidak 
berarti bahwa masyarakat sepenuhnya menolak untuk 
mendefinisikan kekerasan seksual sebagai salah satu 
kejahatan. Merujuk pada pengalaman informan, 
terlepas dari apakah UU TPKS telah diimplementasikan,  
dapat diprosesnya laporan kekerasan seksual melalui 
hukum adat menggambarkan adanya pengetahuan 
bahwa kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan 
yang juga merupakan isu publik. Misalnya, aturan 
tentang denda yang menunjukkan bahwa secara umum 
kekerasan seksual telah dilihat sebagai pelanggaran dan 
menilai bahwa pelaku perlu dihukum. Meskipun begitu, 
dalam prosesnya, mekanisme hukum yang ditetapkan 
sering tidak atau belum terintegrasi dengan perspektif 
gender (Zahwa 2021). Hambatan dalam budaya hukum 
terkait erat dengan pertanyaan tentang sejauh mana 
masyarakat memiliki kesadaran, pengetahuan, dan 
keterampilan untuk memeriksa apakah prinsip-prinsip 
keadilan yang dipercaya dalam setiap proses hukum 
akan melemahkan atau bahkan mempertahankan 
dominasi patriarki. Sementara itu, faktor yang 
berkontribusi terhadap reproduksi kekerasan seksual 
adalah pembakuan norma gender tradisional yang 
menormalkan tindakan  mengobjektifkan tubuh dan 
seksualitas perempuan (Hlavka 2014; Maryam 2017; 
Rollero & Tartaglia 2019). Penggunaan perspektif 
gender mempertanyakan tentang sejauh mana norma 
solidaritas di balik pengambilan hukum adat menjadi 
ruang untuk menyuarakan kepentingan perempuan. 
Dalam konteks yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa 
integrasi antara perspektif gender yang diupayakan 
menjadi dasar hukum nasional seperti UU TPKS dan 
internalisasi nilai-nilai yang menjadi fondasi dari hukum 
adat belum dilakukan secara optimal.

Penutup

Studi ini menunjukkan bahwa pemberlakuan 
hukum negara bisa jadi bukan hasil akhir jika 
dikontekstualisasikan pada wilayah yang memiliki 
pluralitas hukum. Keragaman norma sosial, agama, 
dan adat istiadat menghasilkan reaksi yang berbeda 
terhadap UU TPKS. Untuk menyatukan konsep keadilan 
dan perspektif gender, diperlukan inisiatif khusus yang 
tidak hanya berorientasi terhadap ketersediaan produk 
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hukum, tetapi sejauh mana produk hukum tersebut 
berkontribusi pada perubahan budaya hukum yang 
lebih/semakin berkeadilan. Implementasi UU TPKS perlu 
dilihat sebagai satu rangkaian kegiatan yang kompleks 
(bukan linear) yang di dalamnya juga mencakup 
pengembangan pendidikan dan sosialisasi konsep adil 
dalam perspektif gender, termasuk metode pendekatan 
yang digunakan di level individu, komunitas, dan 
institusi hukum yang bentuknya beragam. Implementasi 
UU TPKS perlu dilihat sebagai input yang memiliki 
target pada transformasi budaya hukum hingga di level 
komunitas. Dengan demikian, penelitian selanjutnya 
dapat mengeksplorasi bentuk pendekatan atau inovasi 
sosial yang dapat dikembangkan untuk menjadikan 
UU TPKS sebagai input/stimulan  dalam melakukan 
perubahan budaya hukum yang berkaitan dengan isu 
kekerasan seksual baik di level individu, komunitas, dan 
institusi.  
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